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ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA
MOBIL PADA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH DALAM EVENT
MOTO GP MANDALIKA

Oleh :
LALU ABDUL GANI
616110217P

1. M. Taufik Rahman, SH.,MH
2. Ady Supryadi, SH.,MH

Penelitian ini membahas tentang tinjauan yuridis pelaksanaan perjanjian sewa-
menyewa mobil pada masyarakat Lombok Tengah. Adapun tujuan dari penelitian
ini adalah, 1) Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum para pihak
yang menyewakan dengan pihak penyewa dari peraturan undang-undang yang
berlaku. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penyelesaian masalah
terhadap wanprestasi keterlambatan pengembalian yang dilakukan. Metode
penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan penelitian
hukum empiris. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
Pendekatan Perundang-undangan (statue approach) dan Pendekatan Sosiologis
(sosiologel approach). Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui
studi dokumentasi penulusuran literatur serta dengan melakukan tehnik
wawancara, observasi dan dokumentasi.Analisis data dengan cara deskriptif
kualitatif yaitu analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang
diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian
dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang
diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan
yang dirumuskan. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah 1) Hubungan
hukum perjanjian sewa menyewa mobil melalui rental jelas bahwa jika dilakukan
sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh dasar hukum sewa-menyewa yakni
Pasal 1548 KUHPerdata merupakan perjanjian yang sah dan mengikat para pihak
pemberi sewa atau pihak rental dan pihak penyewa.2) Bentuk penyelesaian
masalah terhadap wanprestasi keterlambatan pengembalian yang dilakukan
penyewa baik perjanjian tertulis maupun lisan dilakukan dengan musyawarah,
damai, mufakat dan diselesaikan sesuai prosedur yang berlaku. Sehingga dalam
penyelesaiannya dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pihak baik
itu pemilik mobi, pemberi sewa dan penyewa.

Kata Kunci: Perjanjian, sewa menyewa mobil dalam Event Moto GP Mandalika.
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TITLE: JURIDICAL REVIEW OF CAR RENTAL AGREEMENTS IN THE
CENTRAL LOMBOK COMMUNITY DURING THE MANDALIKA MOTOGP
EVENT

By:
LALU ABDUL GANI
616110217P

M. Taufik Rahman, SH.,MH
Ady Supryadi, SH.,MH

This study examines the legal review of automobile rental contracts in the Central
Lombok community, specifically during the Mandalika MotoGP. This study's objectives
are: 1) Identify and evaluate the legal relationship between the lessors and lessees
based on applicable legal regulations. 2) To comprehend and evaluate the forms of
problem resolution about breach of contract due to delayed returns. Normative legal
research and empirical legal research are employed as research methodologies. The
utilized approaches are the Statutory Approach (statute approach) and the
Sociological Approach (sociologel approach). Document analysis, literature review,

interviews, observations, and documentation constitute the techniques for data
collection. Data analysis is conducted descriptively and qualitatively, categorizing and
selecting data from field research based on their quality and precision. These data are
then connected with legal theories, principles, and rules from literary studies (o answer
the formulated issues. The research results are as follows: 1) The legal relationship of
car rental agreements through rental is clear that when conducted following the

procedures specified by the legal basis of the lease agreement; namely Article 1548 of
the Civil Code, it constitutes a valid and binding agreement between the lessor or rental
party and the lessee. 2) Problem resolution in case of breach of contract due to delayed
returns, whether through wrilten or verbal agreements, is carried out through

deliberation, reconciliation, consensus, and following the applicable procedures. Thus,
the resolution process ensures security and comfort for all parties involved, including
car owners, lessors, and lessees.

Keywords: Agreement, car rental, Event MotoGP Mandalika.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pada umumnya kehidupan masyarakat Indonesia sering mengalami
perubahan dalam tatanan hidupnya. Semakin banyaknya pembangunan
pariwisata yang dikembangkan pemerintah maka semakin banyak pula
kebutuhan pendukung lainnya yang dibutuhkan, seperti halnya transportasi.
Transportasi memiliki peranan yang penting dalam mendukung pembangunan
perekonomian, karena berkaitan dengan distribusi barang, jasa dan tenaga
kerja, serta merupakan hal utama dari penggerak ekonomi di suatu daerah,
Kegiatan dan fungsi dari transportasi adalah dengan memindahkan barang
dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain, dengan demikian
pengangkutan menghasilkan jasa angkutan atau dengan kata lain produksi
jasa bagi masyarakat yang membutuhkan sangat bermanfaat untuk
memindahkan atau pengiriman barang.*

Seperti halnya dalam Event Moto GP Mandalika dimana kebutuhan
akan transportasi sangat diperlukan. Kebutuhan akan transportasi saat ini
adalah kebutuhan pokok setiap manusia. Transportasi sendiri dikelompokkan
menjadi jalur darat, laut, dan udara. Transportasi yang paling diminati dan
paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah lewat darat, meskipun
banyak juga orang yang menggunakan transportasi laut atau udara jika

tujuannya bukan di pulau.

! Soegjitno Tjokranegara, Hukum Pengongkuton Borong don Penumpong, (Jokorto, Rineko Cipto,
1995), hal. 1.



Bagi masyarakat yang ingin menggunakan sarana transportasi darat dan
yang nyaman dapat menggunakan mobil. Akan tetapi, tidak semua orang
mempunyai sarana transportasi darat sendiri, khususnya mobil. Namun,
permasalahan tersebut dapat diatasi dengan banyaknya penyedia layanan
angkutan umum yang melayani bagian yang berbeda. Menggunakan
transportasi umum adalah cara termudah dan tercepat untuk menyelesaikan
masalah ketika tidak ada transportasi pribadi. akan tetapi menggunakan
sarana transportasi umum mungkin terkait dengan waktu dan arah perjalanan
yang terbatas. Untuk menghindari semua itu, saat ini banyak sekali
perusahaan persewaan mobil (rentcar) di Lombok Tengah, bahkan tidak
sedikit dari masyarakat setempat yang bertempat tinggal disekitar Bandara
BIZAM yang memiliki mobil pribadi juga menyewakan mobil mereka
melalui agen sewa mobil guna melayani turis asing maupun turis lokal yang
sedang membutuhkan transportasi selama berada di Lombok. Para penyewa
atau konsumen ini dapat menyewa mobil baik dengan sopir atau dengan lepas
kunci . Perjanjian lepas kunci artinya perjanjian yang dimana pihak yang
menyewakan hanya menyediakan mobil yang akan dipakai oleh penyewa.
Dimana didalam pelaksanaan perjanjian lepas kunci tersebut tidak jarang
menimbulkan wanprestasi.

Mobil yang disewakan juga bermacam-macam terdiri dari yang mewah
sampai yang biasa, sesuai dengan kebutuhan, selera dan kesepakatan
perjanjian yang telah dibuat antara pihak yang menyewakan “pemilik atau

pengelola mobil” dengan pihak penyewa mobil baik kesepakatan tentang



jumlah hari penyewaan, nominal harga sewa maupun jenis mobil yang
dikehendaki. Maka, dengan demikian pihak penyewa telah dapat
menggunakan mobil tersebut sesuai dengan arah dan tujuan yang diinginkan.

Sewa menyewa merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang
satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya
kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan
pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu
disanggupi pembayarannya.

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa “Suatu
perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Perjanjian ini
menimbulkan hubungan hukum antara pihak berupa hak dan kewajiban.®

Perjanjian sewa-menyewa mobil mengenal adanya asas konsensualisme
yaitu perjanjian yang sudah sah ketika telah terjadi kesepakatan mengenai
hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan formalitas. Asas konsensualisme
dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pada pasal tersebut
mengatur tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Pasal tersebut menyatakan
untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yang diantaranya adalah
kata sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Sebagai perjanjian yang bersifat timbal balik, perjanjian sewa-menyewa

menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Pada

2 Subekti don Tjitrosudibio, Kitob Undeng-Undong Hukum Perdato, (Jokorto: PT. Pradyo
Poaromits,2008), hol. 381.

® Riri Ferdioni, Peloksonoon Perjonjion Sews-menyewo Mobil pada CV. Pageruyung Tours ond
Trovel Cobong Podong, Skripsi, 2008, him. 2.



perjanjian sewa-menyewa adalah menjadi hak si penyewa untuk menerima
dan menikmati obyek sewaan dan membayar biaya sewa secara tepat waktu
merupakan kewajiban utamanya. Sedangkan bagi pihak yang menyewakan,
haknya adalah menerima pembayaran sewa serta berkewajiban untuk
menyerahkan obyek sewa kepada si penyewa dan kewajiban-kewajiban
lainnya yang telah disepakati para pihak.

Berdasarkan Pasal 1548 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pihak
yang mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya
kenikmatan dari suatu barang, yang dalam hal ini adalah berupa sebuah
mobil, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang
oleh pihak vyang disebut belakangan (si penyewa) itu disanggupi
pembayarannya. Perjanjian sewa-menyewa hanya memberikan suatu hak
pemakaian kepada si penyewa untuk mendapatkan suatu kenikmatan tertentu
atas suatu obyek sewa. Dengan demikian hak kepemilikan tetap berada pada
pemilik.

Ketika suatu kesepakatan berbicara tentang suatu perjanjian, sudah
pasti para pihak yang melaksanakannya ingin mencapainya. Prestasi berasal
dari bahasa Belanda; prestatie yang berarti ketetapan janji untuk membayar
atau memenuhi janji untuk membayar, sedangkan wanprestasi adalah
kelalaian atau kealpaan”. Istilah wanprestasi dalam hukum perikatan dapat
diartikan sebagai suatu kelalaian dan atau ingkar janji. Tidak terpenuhinya
kontrak di atas merupakan halangan dalam kontrak sewa, yang biasanya

diakibatkan oleh tidak dipenuhinya penyewa, tetapi dalam hal-hal tertentu



juga karena adanya keadaan memaksa di pihak penyewa, yang
menguntungkan pihak yang tidak memenuhi syarat.sewa dalam pelaksanaan
perjanjian sewa.

Sesuai dengan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Sewa-
menyewa Mobil Pribadi Pada Masyarakat Lombok Tengah Dalam
Event Moto GP Mandalika”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka penyusun merekomendasikan

permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaiman hubungan hukum para pihak yang menyewakan dengan
pihak penyewa di dalam penjanjian sewa-menyewa mobil?

2. Bagaimana bentuk penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi
keterlambatan pengembalian objek sewa yang dilakukan oleh
penyewa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum para pihak
yang menyewakan dengan pihak penyewa dari undang-undang
yang berlaku.

b. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penyelesaian masalah

terhadap wanprestasi keterlambatan pengembalian yang dilakukan

penyewa.



2. Manfaat Penelitian
a. Secara Teoritis

1. Dapat memberikan  sumbangan pemikiran  dalam
pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan
perjanjian sewa-menyewa sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

2. Memberikan informasi mengenai bentuk penyelesaian masalah
terhadap wanprestasi keterlambatan pengembalian obyek sewa
yang dilakukan penyewa.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap

masyarakat dan juga guna menambah informasi tentang

penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil.
c. Manfaat Secara Akademis

Salah satu persyaratan untuk mengapai S-1 pada program studi

ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Mataram.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Secara emitologi perjanjian (yang dalam bahasa Arab di istilahkan
dengan Mu’ahadah Ittifa’Akad) atau kontrak yang dapat diartikan
sebagai:

“Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih”

Sedangkan WJS. Poerwadarminta dalam bukunya kamus umum bahasa
Indonesia memberikan definisi atau pengertian perjanjian tersebut sebagai
berikut:

“Persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau
lebih yang mana berjanji akan mematuhi apa yang tersebut dipersetujuan
itu”.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa,
perjanjian adalah perjanjian antara satu orang atau lebih dengan satu atau
lebih orang lain untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Apabila suatu
perbuatan itu mempunyai akibat umum, maka perbuatan itu disebut

perbuatan hukum. *

* Choirumen Posoribu Suhrowordi K. Lubis, Hukum Perjonjion Dolom Islom, Jokerto, Sinor
Grofika, 1994, hol. 1.



Dalam KBBI, kontrak yaitu perjanjian tertulis atau lisan yang dibuat
oleh dua pihak atau lebih, yang masing-masing setuju untuk menaati hal-
hal yang tercantum dalam kontrak. °
Kamus hukum memaparkan kontrak yaitu perjanjian, tertulis atau lisan,
antara dua pihak atau lebih, yang masing-masing sepakat untuk
menghormati kesepakatan yang telah mereka buat bersama. Menurut
Pasal 1313 KUHPerdat,”’suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau
lebih.°

R. Subakti menguukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di
mana seseorang berjanji kepada orang lain atau diamana dua orang itu
saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut Salim, perjanjian
adalah hubungan antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam
bidang harta kekayaan, yaitu subjek yang satu berhak atas prestasi dan
begitu juga subjek subjek hukum yang lain berkewajiban untuk
melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.’

Para ahli hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa
pengertian kontrak yang dimuat dalam ketentuan-ketentuan tersebut tidak
lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena hanya berlaku untuk
kontrak sepihak dan bisa dibilang terlalu luas karena dapat mencakup

masalah yang terkait dengan sumpah pernikahan, terutama perselisihan

% Deportemen Pendidiken Nosionol, Kemus Besor Ikhtisor Indonesio, Jokorto, Boloi Pustoke, 2005,

hol. 458.

¢ Sudarsono, Kemus Hukum, Jokorts, Rineko Cipto, 2007, hol.363.
" Neng Yoni Nurhoyeni, Hukum Perdoto, Bondung, Pusoke Setio, 2015, hol. 212.



hukum keluarga yang juga menimbulkan kontrak tetapi khusus karena

diatur oleh ketentuan tersendiri. bahwa Buku Il KUHPerdata tidak

berlaku langsung kepadanya. Selain itu juga termasuk perbuatan melawan

hukum, meskipun tidak ada unsur persetujuan dalam perbuatan melawan

hukum tersebut. &

1)

Pengertian perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu sumber terjadinya akad, yaitu karena
akad dapat timbul karena adanya perjanjian dan undang-
undang. Menurut Buku Il KUHPerdata, perserikatan timbul karena
suatu perjanjian karena dikehendaki oleh para pihak dalam perjanjian
itu, sedangkan perserikatan timbul karena hukum kehendak pembuat
undang-undang. di luar kehendak mereka yang terlibat. Pasal 1313
KUHPerdata mengatakan bahwa kontrak yaitu suatu perlakuan dimana
satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu atau lebih orang
lain. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengatakan bahwa
Kontrak yang dibikin secara hukum mengikat secara hukum untuk
mereka yang melaksanakan kontrak. Kontrak yang dibuat mempunyai
kekuatan hukum mengikat yang sama dengan hukum. Selain itu,
perjanjian adalah salah satu sumber timbulnya kewajiban antara para
pihak dalam akad, sehingga dalam pelaksanaan akad yang dibuat oleh

mereka terdapat hak dan kewajiban.

& Moriom Dorus, KUHPerdoto Buku 111 Hukum Perikoton dengon Penjeloson, Bandung, Alumni,

2005 hal. 89.



Dalam pengambaran umum mengenai definisi perjanjian maka

penulis memaparkan pendapat para ahli, yaitu:

a. Prof. Subekti mendifinisikan kontrak sebagai suatu kejadian

dimana satu orang menjanjikan pada orang lain atau kedua belah
pihak saling berjanji akan terlaksananya suatu hal tertentu. °

Salim H.S. mendifinisikan Suatu perjanjian sebagai ikatan antara
suatu badan hukum beserta badan hukum lainnya dalam bidang
kebendaan, dimana satu badan hukum berhak atas suatu jasa dan
badan hukum lainnya wajib melaksanakan jasanya sesuai dengan
yang diperjanjikan. *°

Abdulkadir Muhammad mendifinisikan perjanjian yaitu suatu
perjanjian dimana dua orang atau lebih berjanji untuk

menyelesaikan masalah keuangan. **

. Van Dunne mendifinisikan kontrak yaitu ikatan hukum antara

kedua pihak atau lebih didasarkan suatu perjanjian dengan
penyebab hukum. *2

Berdasarkan pendapat beberapa ahli hukum tersebu, bisa

disimpulkan bahwa perjanjian yaitu hubungan properti antara dua
orang atau lebih dengan siapa kontrak dibuat mempunyai kekuatan

hukum tetap layaknya UU, ikatan perjanjian yang dibuat oleh kontrak

® Subekti, Hukum Pejonjion, Intermose, Jokorts, 1957, hol 1.
10.59lim H.S., Hukukm Kontrok Teori don Teknik Penyusunon Kontrok, Sinor Grofiko, Jokorts, 2003,

hol.26.

1 Muhsmmod Abdulkodir, Hukum Perdsto Indonesio, Citro Adityo Bokti, Bondung, 1990, hal.224-

225,

12 55lim H.S., OP. cit., hal. 26.
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menetapkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, memaksa

satu pihak untuk melakukan tindakan dan pihak lain untuk

mendapatkan haknya.

Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dipisahkan dengan cara yang berbeda. Perbedaan tersebut

adalah:

a.

Kesepakatan bersama yaitu perjanjian yang ditetapkan kewajiban
mendasar bagi kedua belah pihak , yaitu hak dan kewajiban ada
pada kedua belah pihak. Misalnya, kontrak jual beli dan sewa
menyewa.

Perjanjian cuma-cuma yaitu yang memberikan manfaat, seperti
subsidi, hanya kepada satu pihak.

Perjanjian atas beban adalah perjanjian ketika prestasi dari pihak
yang prestasi tersebut ada hubungannya menurut hukum.

Perjanjian bernama (benomed) vyaitu perjanjian dengan nama
tersendiri. Parlemen mengatur dan memberi nama kontrak
berdasarkan jenis kontrak yang paling umum dalam kehidupan
sehari-hari. Perjanjian ini diatur dalam Bab V sampai Bab XVIII
KUHPerdata.

Perjanjian tidak bernama (onbenoenmd overeenkomst) yaitu
perjanjian yang tidak diatur oleh hukum perdata tetapi ada dalam

masyarakat. Perjanjian ini seperti perjanjian pemasaran, perjanjian

11



kerja sama. Dalam praktiknya, perjanjian ini dibuat berdasarkan
prinsip kebebasan berkontrak.

Perjanjian obligator adalah perjanjian ketika pihak-pihak sepakat
mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda
kepada (pihak lain perjanjian yang menimbulkan perikatan).

. Perjanjian  kebendaan vyaitu perjanjian ketika seseorang
mengalihkan haknya kepada pihak lain, yang memperumit
kewajiban pihak tersebut untuk mengalihkan hal tersebut kepada
pihak lain.

. Perjanjian konsensual adalah perjanjian ketika diantara kedua belah
pihak tercapai suatu persuaian kehendak untuk mmengadakan
perikatan.

Perjanjian riil adalah perjanjian yang hanya berlaku setelah terjadi
penyerahan barang, misalnya perjanjian penitipan barang, pinjam
pakai.

Perjanjian liberator yaitu perjanjian di mana para pihak dibebaskan
dari kewajiban yang ada, seperti perjanjian pembebasan utang.

. Perjanjian pembuktian vyaitu Perjanjian ketika para pihak
menetapkan bukti dari masalah yang berlaku di antara mereka.
Perjanjian utang-utangan yaitu suatu kontrak yang pokoknya akan
ditentukan kemudian, seperti kontrak asuransi.

. Perjanjian publik yaitu kontrak yang sebagian bersifat publik

karena salah satu pihak merupakan pemerintah serta pihak lainnya

12



yaitu swasta, seperti kontrak pinjaman publik dan pengadaan
barang pemerintah.

n. Perjanjian campuran merupakan kontrak yang memuat beberapa
bagian dari kontrak. Misalnya pemilik hotel yang menyewakan
(menyewakan) kamar, juga melayani makanan (jual beli) dan
memberikan pelayanan.

Berdasarkan jenis-jenis perjanjian diatas, dapat dilihat bahwa
perjanjian sewa menyewa termasuk kedalam perjanjian konsensual,
yaitu perjanjian yang dianggap sah atau ada setelah terjadinya
kesepakatan antara para pihak.

3) Syarat-syarat Perjanjian

Pasal 1320 KUH Perdata mengatakan bahwa sahnya suatu
kontrak mensyaratkan empat syarat:

a. Kesepakatan mereka untuk berjanji (agreement/consensus)

b. Kecekapan (capacity)

c. Hal yang tertentu (certanty of term)

d. Sebab yang halal (consideratian)

Keempat kondisi ini adalah persyaratan utama dari setiap
kontrak. Dengan kata lain, setiap perjanjian harus memenuhi keempat
syarat tersebut agar sah %, Semua itu merupakan syarat pokok bagi
setiap perjanjian sehingga setiap perjanjian harus memenuhi keempat

Syarat tersebut.

12 s0edhoryo Soimin, Kitob Undang-Undong Hukum Perdoto, Jokorto, Sinor Grofike, 2001, hal. 57-

90.
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a. Adanya kesepakatan (toesteming/izin) kedua belah pihak

Syarat pertama sahnya perjanjian yaitu persetujuan para
pihak. Kontrak yaitu pernyataan niat antara satu orang atau lebih
dengan pihak lain. Kecocokan adalah sebuah deklarasi karena
orang lain tidak dapat melihat atau mengetahui wasiat tersebut.

b. Kecakapan bertindak

Kapasitas untuk kontrak adalah kemampuan untuk membuat
undang-undang menurut hukum. Pada prinsipnya, orang dewasa
atau orang dewasa dan sehat dianggap sebagai orang yang
memiliki kapasitas hukum.

c. Adanya suatu hal tertentu (onderwerp der overeenskomst)

Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa Perjanjian harus
berhubungan dengan fakta tertentu, yaitu. H. fakta yang disepakati
merupakan hak dan kewajiban kedua belah pihak apabila terjadi
perselisinan. Harus ditentukan barang apa yang menjadi
kontrak. Barang-barang itu ada atau sudah menjadi milik debitur
pada saat akad dibuat. Dengan demikian, suatu hal yang khusus
adalah sesuatu yang telah disepakati atau menjadi pokok suatu
perjanjian, harus jelas dan dapat diketahui sifatnya.

d. Adanya causa yang halal (geoorloofde oorzaak)

Yang dimaksud dengan kontrak berdasarkan sebab atau

alasan adalah isi dari kontrak. Dalam kontrak penjualan, isi kontrak

adalah bahwa satu pihak menginginkan uang dan pihak lain
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4)

menginginkan barang. Jadi jika seseorang membeli senapan angin
dari toko dengan maksud merugikan orang lain dengan senapan
angin tersebut, masih ada alasan atau alasan yang sah untuk jual
beli senapan angin sama seperti jual beli barang lainnya. Namun,
jika isi akadnya adalah mencelakai atau membunuh, dan penjual
ingin menjual senapan anginnya hanya kepada pembeli yang ingin
mencelakakan seseorang, maka isi akad yang dimaksud menjadi
sesuatu yang haram atau tidak halal. **
Bentuk-bentuk Perjanjian
Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu
tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang
dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian
lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalm wujud
lisan (cukup dengan kesepakatan para pihak).*
Seseorang yang mengadakan kontrak tertulis biasanya dibuat melalui
dokumen pribadi atau dokumen otentik. Tujuan dibuatnya kontrak
tertulis adalah agar adanya kepastian hukum serta bukti yang lengkap
pada para pihak apabila di kemudian hari timbul masalah atau
perselisihan®®. Ada tiga jenis perjanjian tertulis, sebagai berikut.
a. Perjanjian diabawah tangan yaitu suatu Jadi jika seseorang

membeli senapan angin dari toko dengan maksud merugikan orang
lain dengan senapan angin tersebut, masih ada alasan atau alasan

1 Neng Yoni

Nurhayeni, Hukum Perdate, Bandung, Pusoke Setio, 2015, hal. 215-222.

15 Ahmod Miru, Hukum Kontrok don Perancongen Kontrok, Jokorto, Rojo Grofindo Persada, 2010,

hol. 14.

18 S9lim H.S,

2008,hal. 24

Perkembongon Hukum Kontrok Innominast di Indonesio, Jokortos, Sinor Grofiko,
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5)

yang sah untuk jual beli senapan angin sama seperti jual beli
barang lainnya.

b. Perjanjian dengan saksi untuk mengesahkan tanda tangan para
pihak tanpa akta yang sah (buku notaris). Artinya, perjanjian
dengan saksi notaris hanya berfungsi untuk mengesahkan tanda
tangan para pihak.

c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris sebagai akta
notaris.

Adapun Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para
pihak secara lisan (kesepakatan yang cukup dari para pihak).
Perjanjian lisan merupakan suatu bentuk perjanjian yang umum terjadi
dalam masyarakat, namun kadang-kadang perjanjian lisan tidak
menjadi suatu kontrak meskipun sebenarnya telah tercapai kesepakatan
antara para pihak. misalnya seseorang membeli keperluan sehari-hari
di pasar ataupun toko maka tidak perlu ada perjanjian tertulis, tetapi
cukup dialakukan secara lisan antara para pihak.'’

Pelaksanaan Perjanjian

Salah satu aspek terpenting dalam perjanjian adalah pelaksaan
perjanjian. Pelaksanaan perjanjian menjadi tujuan orang-orang yang
yang mengadakn perjanjian. Dengan pelaksanaan perjanjian,pihak-
pihak dapat memenuhi kebutuhannya, kepentingannya serta
mengembangkan bakatnya'®. Untuk menegakkan kontrak, isi kontrak
pertama harus ditentukan secara akurat dan hati-hati. Hak dan

kewajiban masing-masing pihak, biasanya orang mengadakan suatu

perjanjian tidak mengatur atau menetapkan secar teliti hak dan

17's5lim H.S, Perkembongon Hukum Kontrak Innominat di Indonesio, Jokarto, Sinar Grofiko, 2008,

hol.33.

18 Ridwon Syshroni, Seluk Beluk don Asos-osos Hukum Perdoto, Bondung Alumni, 2006, hol. 244.

16



kewajibannya. Mereka hanya menetapkan hal-hal yang pokok dan
penting. Dalam hal jual beli misalnya, hanya di tetapkan tentang
barang yang dibeli jenisnya, jumlahnya, harganya. Tidak ditetapkan
tentang penyerahan, biaya pengantaran tempat dan waktu pembayaran,
dan sebagainya.

Oleh karena itu, melaksanakan perjanjian pada hakikatnya adalah
berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu untuk kepentingan orang
lain, yaitu pihak yang berhak atas pelaksaan perjanjian tersebut™.
Dalam pasal 1339 disebutkan bahwa, “suatu perjanjian tidak hanya
mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya,
tetapijuga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian,
diaharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”
Artinya, Perjanjian mengikat tidak hanya untuk hal-hal yang secara
tegas disebutkan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu
yang diharuskan oleh sifat perjanjian, kebiasaan, kebiasaan dan
undang-undang. Dengan demikian, setiap kontrak diberkahi dengan
aturan hukum, ada juga kebiasaan (di tempat dan lingkaran tertentu),
sedangkan kewajiban kesopanan (standar kesopanan) harus
diperhatikan.

Apabila melihat Pasal 1339 bahwa Jika selain hukum, adat juga
dijadikan sebagai sumber norma, maka norma adat juga menentukan

hak dan kewajiban kedua belah pihak yang berkontrak.

¥ Ridwon Syshroni, Loc,Cit.
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Berbeda dengan yang dinamakan standard-clausala, dalam pasal 1347
KUHPerdata disebutkan dengan “hal-hal yang menurut kebiasaan di
perjanjikan.” Dengan demikian, Menurut pasal tersebut, hal-hal yang
biasanya diperjanjikan secara implisit dianggap sebagai suatu
perjanjian, sekalipun tidak secara tegas disebutkan, karena dianggap
telah diperjanjikan atau merupakan bagian dari perjanjian; Hal-hal
yang biasanya selalu disepakati dapat dikesampingkan oleh undang-
undang. Undang-undang tersebut merupakan undang-undang
tambahan.

Jika masalah tersebut tidak diatur oleh undang-undang dan tidak
ada cara untuk melakukannya, solusi berdasarkan kesusilaan harus
dibuat. Berkaitan dengan hal tersebut, ada tiga sumber norma yang ikut
mengisi suatu perjanjian, yaitu undang-undang, kebiasaan, dan
kepatutan. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat 3
KUHPerdata bahwa semua perjanjian harus dialaksanakan dengan
iktikad baik. Norma ini merupakan salah satu sendi yang terpenting
dalam hukum perjanjian. Artinya, pelaksanaan itu harus berjalan
dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Dalam Pasal 1338 ayat 3 itu Hakim diberi kekuasaan untuk
mengontrol pelaksanaan kontrak agar pelaksanaannya tidak melanggar
kesusilaan atau keadilan. Artinya hakim berwenang untuk
menyimpang dari isi perjanjian menurut surat itu apabila pelaksanaan

menurut surat itu bertentangan dengan itikad baik. Apabila ayat kesatu
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6)

dari Pasal 1338 KUHPerdata ayat ketiga dapat dilihat sebagai syarat
kepastian hukum (yaitu pengikatan janji), poin ketiga juga harus dilihat
sebagai persyaratan keadilan. Hukum mempunyai dua tujuan, yaitu
untuk menjamin kepastian (ketertiban) dan untuk memenuhi syarat
keadilan.

Selain jaminan bahwa kontrak mengikat dalam keadaan normal,
ada jaminan untuk mencegah pemaksaan yang melemahkan rasa
keadilan. Kekuasaan mencegah akses-akses ini diletakkan dengan
iktikad baik atau tidak adalah persoalan yuridis atau persoalan hukum
yang harus tunduk pada pengadilan.

Pembatalan Perjanjian

Pasal 1266 mengatur syarat-syarat pemutusan kontrak sebagai
berikut:

a) Kondisi pembatalan selalu dianggap telah disepakati bersama jika
pihak lain tidak memenuhi kewajibannya.

b) Dalam hal ini, kontrak tidak batal, tetapi perlu mengajukan
permohonan ke pengadilan untuk pembubaran.

c) Permintaan harus dilakukan bahkan jika kondisi tidak terpenuhinya
kewajiban ditentukan dalam kontrak.

d) Jika kontrak tidak menyatakan ketentuan pembatalan apa pun,
hakim, dengan mempertimbangkan keadaan, atas permintaan

tergugat, dapat menetapkan tenggat waktu untuk pemenuhan
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kewajiban atas kebijakannya sendiri, tetapi tidak boleh lebih dari
satu. waktu Sebulan.

R.Syahrani menulis bahwa Dari syarat-syarat berakhirnya
kontrak yang disebutkan dalam Pasal 1266, busat disimpulkan bahwa
tiga syarat berakhirnya perjanjian mesti diikuti:

1) Kesepakatan itu mesti saling menguntungkan, yaitu kedua belah
pihak memiliki kewajiban yang sama untuk memberikan layanan,
seperti kontrak jual beli, kontrak sewa dan sewa, dll.

2) Jika salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik tidak memenubhi
kewajibannya, itu adalah kelalaian, pihak lain memiliki hak untuk
menuntut pemutusan.

3) Keputusan harus dibuat oleh keputusan pengadilan. Jika tidak,
kontrak dapat menjadi tidak sah. Akan tetapi mesti diminta kepada
hakim yang membatalkan kontrak *°

Dengan demikian, syarat untuk sahnya suatu perjanjian apabila
syarat objektif tidak terpenuhi sehingga perjanjiannya menjadi batal
demi hukum. Artinya, secara yuridis Tidak ada akad dan tidak ada
hubungan antara orang yang bermaksud akad. Niat para pihak untuk
membuat aliansi yang menyatukan mereka gagal. Salah satu pihak

tidak dapat menggugat pihak lain di pengadilan karena tidak ada dasar

2% Neng Yoni Nurhaoyeni, Hukum Perdoto, Bondung: Pusoke Setio, 2015, hol. 299-231.
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hukum untuk melakukannya dan hakim mengatakan bahwa suatu
perjanjian tidak pernah ada.**
7) Asas-asas dalam Hukum Perjanjian
Asas-asas dalam hukum perjanjian merupakan sebuah upaya
untuk menciptakan keseimbangan serta memelihara hak-hak yang
dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat untuk
mengikat bagi para pihak. Oleh sebab itu, dalam KUHPerdata
diberikan berbagai asas umum yang merupakan pedoman atau patokan
untuk dijadikan sebagai batas atau rambu dalam mengatur dan
membentuk perjanjian yang akan dibuat. Berikut ini asas-asas umum
hukum perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdata, yaitu:
a) Asas Personalia
Artinya asas kepribadian (personalia) merupakan asas yang
menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau
membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan. Hal ini
dapat dilihat pada Pasal 1315 yang berbunyi, “pada umumnya
seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain
untuk dirinya”. Selain itu, terdapat pula pada Pasal 1340
KUHPerdata, “persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang
membuatnya, persetujuan tidak dapat memberikan kerugian kepada
pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberikan keuntungan

kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal

1 1bid, hol.234.
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b)

1317”. Inti dari ketentuan ini adalah bahwa seseorang yang
mengadakan akad hanya menguntungkan dirinya sendiri.
Perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi orang
yang membuatnya.

Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme berlaku dalam hukum perjanjian.
Konsensualisme berasal dari kata consensus yang artinya
menyetujui. Adanya asas ini bukan berarti harus ada kesepakatan
dalam kontrak, tetapi harus ada kesepakatan karena kesepakatan
atau kesepakatan atau hal yang disepakati para pihak. Artinya, jika
ada kesepakatan antara para pihak, maka kesepakatan itu
mengikat.

Sebagai dasar persetujuan, dapat disimpulkan bahwa suatu
perjanjian adalah sah atau mengikat apabila telah tercapai
kesepakatan mengenai pokok-pokok kesepakatan tersebut. Asas
persetujuan ini tidak berlaku untuk semua jenis kontrak, karena
asas ini hanya berlaku untuk kontrak yang didasarkan pada saling
pengertian, tetapi tidak untuk kontrak formal dan nyata.

Ketentuan mengenai asas konsensualisme ini dapat dilihat
dalam Pasal 1320 KUHPerdata,yang berbunyi:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya.

2) Kecakapan untuk membuat sesuatu.
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3) Suatu hal tertentu.
4) Suatu sebab yang halal.
Asas Kebebasan Berkontrak

Dasar dari kebebasan berkontrak adalah bahwa setiap orang
memiliki hak untuk membuat kontrak hukum, yang disebut
kontrak, kontrak ilegal atau kontrak tidak bernama (Innominat).

Kata kontrak dalam asas kebebasan berkontrak mempunyai
pengertian yang lebih sempit karena ditunjukkan pada perjanjian
atau persetujuan dalm bentuk tertulis. Dengan demikian, asas
kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan
kepada para pihak.

Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338
ayat (1) KUHPerdata,”semua perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
Pasal ini seolah-olah membuat pernyataan bahwa setiap orang
bebas untuk membuat perjanjian dan perjanjian tersebut akan
mengikat sebagaimana undang-undang.

Menurut Sutan Remi Sjahdeni, asas kebebasan berkontrak
menurut hukum perjanjian Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
2) Kebebasan untuk memilih pihak yang ingin membuat

perjanjian.
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3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari
perjanjian yang akan dibuatnya.
4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
6) Kebebasan untuk menerima atau penyimpangan ketentuan
undang-undang yang bersifat opsional (Aanvullend, Otional).
d) Asas mengikat perjanjian (Pacta Sunt Servenda)

Asas mengikat dikatakan juga asas kepastian hukum. Asas
ini pertama kali dikenal dalam hukum kanon. Hukum kanon
menyatakan bahwa kontrak dibuat ketika para pihak mencapai
kesepakatan dan ini dikonfirmasi dengan sumpah. Artinya, setiap
kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak merupakan
perbuatan yang sakral dan mengandung unsur religi. Dalam
perkembangannya, asas ini mendapat nama pactum, artinya
perjanjian tidak perlu dikukuhkan dengan sumpah dan formalitas
lain, sedangkan nudus pactum sudah cukup untuk diterima.

Daya mengikat perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat
(1) KUHPerdata bahwa,”semua perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
e) Asas lktikad Baik
Asas iktikad baik adalah Perjanjian harus mengungkapkan
kejujuran dalam pelaksanaan kontrak oleh kedua belah pihak.

Itikad baik pasal 1338 (3) menetapkan bahwa kontrak harus

24



dilaksanakan dengan itikad baik. Prinsip ini terbagi menjadi dua
jenis, yaitu keyakinan relatif dan ketulusan mutlak. Pertimbangan
didasarkan pada akal sehat dan keadilan serta menilai situasi secara
objektif (bias assessment) menurut standar objektif.

Pengertian iktikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) bersifat
dinamis. Artinya, perbuatan harus dilaksanakan dengan kejujuran
yang berjalan dalam hati sanubari seorang manusia. Manusia
sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat merugikan pihak
lain, atau mempergunakan kata-kata yang membingungkan pada
saat kedua belah pihak membuat perjanjian. Para pihak dalam
sautu perjanjian tidak boleh mempergunakan kelalaian pihak lain
untuk menguntungkan diri sendiri pribadi.??

B. Tinjauan Umum Tentang Sewa Menyewa
1. Pengertian Sewa-menyewa

Dapat dikatakan bahwa sewa-menyewa adalah proses sehari-hari
di mana objek tertentu terjadi hanya untuk tujuan menghasilkan
pendapatan antara perusahaan persewaan dan penyewa, sekadar untuk
memenuhi kebutuhan kenikmatan objek tertentu selama jangka waktu
tertentu.

Perjanjian sewa-menyewa telah diatur di dalam Bab VII Buku
KE III KUHPerdata yang berjudul “Tentang Sewa-Menyewa” yang

meliputi pasal 1548 sampai denga pasal 1600. Menurut Pasal 1548

22 1hid, hol.243-251.
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KUHPerdata, kontrak sewa adalah kontrak di mana satu pihak
menyanggupi untuk menyediakan layanan kepada pihak lain untuk
jangka waktu tertentu dan dengan biaya.

Sewa-menyewa merupakan perjanjian konsensuil, artinya
perjanjian tersebut sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat
mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga.?®

2. Unsur-unsur Sewa-menyewa
Berdasarkan pada rumusan Pasal 1548 KUHPerdata bisa
diidentifikasikan lima unsur utama dalam sewa-menyewa yang yaitu:
a. Subjek sewa-menyewa
Istilah sewa-menyewa berarti ada dua pihak yang membutuhkan
sesuatu. Pihak pertama disebut:
"yang menyewakan", yaitu. pihak yang meminta uang sewa
tertentu, dan pihak kedua disebut “penyewa”, yaitu pihak yang
meminta objek yang ingin dinikmatinya melalui proses negosiasi
(penawaran dan penerimaan). Pihak pertama disebut sebagai
menyewakan, pihak kedua sebagai penyewa.

b. Perbuatan sewa-menyewa
Perbuatan sewa-menyewa aada lima unsur:
1) Persetujuan vyaitu perilaku yang mengatakan adanya

kesepakatan antara yang punya sewa dan penyewa terkait

%% Subekti, 1995, Aneko Perjonjion, Jokorto: PT Intermoso, hol. 39-40
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barang yang akan disewakan, sewa yang harus dibayar, waktu
sewa, dan syarat-syarat sewa.

2) Penyerahan yaitu kepemilikan properti sewaan dialihkan dari
pihak yang menyewakan ke pihak yang disewakan agar
digunakan.

3) Pembayaran uang sewa yaitu transfer sejumlah uang dari tuan
tanah kepada penyewa dengan imbalan sesuatu milik penyewa.

4) Jangka waktu sewa yaitu ukuran berapa lama sewa
berlangsung.

5) Syarat sewa yaitu syarat yang disepakati bersama untuk
pemenuhan kewajiban dan realisasi hak pemilik dan
penyewa.

Objek sewa-menyewa
Objek sewa-menyewa Yyaitu benda dan sewa. Benda yang menjadi
obyek sewa yaitu harta seperti barang bergerak serta barang bukan
bergerak, berwujud serta bukan berwujud, mesti berupa barang
berwujud atau barang yang bisa dikenali, serta barang-barang
tersebut sebenarnya adalah barang yang dapat disewakan atau
dijual kepada calon penyewa berdasarkan penawaran dari yang
menyewakan dan setelah menunjukkan bukti yang sah.

. Jangka waktu sewa-menyewa

Jangka waktu sewa-menyewa dalam Pasal 1548 KUHPerdata

mengatakan dengan waktu tertentu. Waktu tertentu yaitu jangka
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waktu yang dihitung berdasarkan akad, seperti jumlah jam, hari,
minggu dan bulan atau bahkan tahun.

Hubungan kewajiban dan Hak

Hubungan kewajiban serta hak yaitu kewajiban pemberi sewa
untuk menyerahkan barang untuk dinikmati dan menerima sewa,
dan kewajiban pemberi sewa untuk membayar sewa dan

memperoleh hak untuk menggunakan barang yang disewa. **

3. Kewajiban Pihak Yang Menyewakan Kepada Penyewa Dan

Kewajiban Pihak Penyewa Kepada Yang Menyewakan

Pihak yang menyewakan memiliki tiga kewajiban yang harus

diikuti terhadap penyewa:

Menyerahkan benda sewaan ke penyewa

Simpan barang sewa dengan rapi sehingga bisa digunakan
sebagaimana mestinya

Jaminan bahwa penyewa akan menikmati properti sewa selama
masa sewa. Demikian Pasal 1550 KUHPerdata, mengenai

kewajiban pihak yang menyewakan.?®

Kewajiban penyewa yang mesti dipenuhi berdasarkan Pasal 1559-1566

KUH Perdata adalah:

a. Penyewa wajib membayar harga sewa pada saat akad disepakati

dalam jumlah yang diperjanjikan dan dalam waktu yang

diperjanjikan.

2+ Abdulkodir Muhommod, Hukum Perdato Indonesio, (Bondung: PT. Citro Aditye Bokti, 2010), hal.

345,
2 1hid, hol.353.
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b. Penyewa harus menggunakan properti sewaan dengan tepat sesuai
dengan tujuan penggunaan yang ditentukan dalam kontrak

c. Penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan yang timbul
selama masa sewa kecuali Penyewa dapat membuktikan bahwa
kerusakan tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian Penyewa.

d. Penyewa harus mengembalikan properti sewaan kepada pemilik
tanah pada akhir perjanjian sewa.

e. Penyewa tidak diperbolehkan untuk menyewakan properti
kembali kepada pihak ketiga kecuali disepakati sebelumnya
antara kedua belah pihak, yaitu. %

4. Berakhirnya Sewa-menyewa
UU berisi ketentuan menegani penghentian sewa. Dalam hal ini,
akibat yang paling jauh dari pemutusan hubungan kerja adalah
kembalinya barang yang disewa. Penyewaan berakhir dalam kasus-
kasus berikut:

a. Berakhir menurut jangka waktu yang secara tegas ditentukan
secara tertulis. Kontrak sewa bukan lagi harus dibatalkan beserta
surat tambahan, melainkan terjadi secara otomatis pada waktu yang
disepakati di perjanjian.

b. Pemutusan kontrak sewa di jangka waktu yang disepakati secara
lisan. Kontrak ini bukan selesai pada saat penandatanganan

kontrak, melainkan setelah salah satu pihak mengumumkan niatnya

%6 Djohori don Ali, Hukum Perjonjion Indonesio, (Yogyokerte: Fokultos Hukum, Universitos Islom
Indonesio, 1983), hol. 136.

29



untuk membatalkan kontrak sewa, yaitu mempertimbangkan waktu
yang tepat sesuai dengan sewa. adat setempat.

c. Pemutusan sewa yang tidak disetujui sebelumnya secara lisan atau
tertulis. Dalam perjanjian sewa ini, pengakhiran terjadi pada waktu
yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. %

C. Tinjauan Umum Tentang Prestasi
1. Pengertian Prestasi
Masalah muncul dalam hukum perjanjian, yang menjadi masalah
ketika debitur lalai atau lalai terhadap kreditur atau memenuhi janji
yang dibuat oleh debitur. Di hukum perdata, keduanya dikatakan

"prestasi” untuk mereka yang menepati janji serta "wanprestasi” untuk

mereka yang bisa memenuhinya. R. Syahrani mengartikan efisiensi

sebagai sesuatu yang wajib dan harus dipenuhi oleh penegaknya dalam
setiap tindakan. Dengan demikian, prestasi merupakan kewajiban yang

mesti dipenuhi oleh para pihak di perjanjian. 2

2. Sebab Prestasi

Prestasi dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

a. Prestasi agar memberikan sesuatu

b. Prestasi agar melaksanakan sesuatu

c. Prestasi agar tidak melakukan sesuatu

berikut jenis prestasi berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata.”®

?" 1bid, hal. 138.

%8 Neng Yoni Nurhoyoni, Hukum Perdoto, (Bondung: Pustoko Setio, 2015), hol. 235.

2% Kansil, Modul Hukum Perdoto (termosuk Asoes-osos Hukum Perdoto), (Jokortoe: PT. Pradnyo
Poromito, 1995), hol.219.
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Menurut R. Subekti, sewa-menyewa yaitu perjanjian di mana
satu pihak setuju agar mentransfer obyek untuk digunakan selama
jangka waktu tertentu, sementara Pihak lain menyanggupi untuk
membayar harga yang telah ditentukan untuk ini pada saat tertentu. *

Menurut R. Subekti, penyewa memiliki dua kewajiban pemenuhan
hakiki, yaitu;
a. Membayar uang sewa pada waktunya
b. Memelihara barang yang disewa itu sebaik-baiknya seolah-olah
barang miliknya sendiri.
D. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi
1. Pengertian Wanprestasi
Wanprestasi bermula dari bahasa Belanda, yaitu wanprestatie,
pengabaian atau yang disebut breach of contrack yaitu kegagalan untuk
melakukan atau memenuhi kegiatan atau kewajiban sebagaimana
disyaratkan oleh kontrak untuk pihak tertentu, sebagaimana diatur di
perjanjian yang berkaitan. Wanprestasi berarti suatu keadaan akibat
kekeliruan, dimana debitur tidak bisamelaksanakan sesuai dengan
perikatan dan tidak tunduk atau tunduk pada kewajiban apapun. %

Menurut Salim H.S. Pengabaian erat kaitannya dengan tantangan.

Kelalaian berarti kegagalan atau kegagalan untuk memenuhi kewajiban

% R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdoato, ( Jokorto PT. Intermoso, 1996), hol 164
*1 Neng Yoni Nurhayoeni, Hukum Perdoto, (Bondung: Pustoke Setio, 2015), hol. 235.
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yang ditetapkan dan disepakati dalam kontrak antara kreditur serta
debitur. *2

2. Akibat Adanya Wanprestasi
Akibat adanya wanprestasi yaitu:

a. Perikatan tetap ada

b. Debitur mesti membayar ganti rugi ke kreditur (Pasal 1234
KUHPerdata).

c. Beban resiko beralih kepada kerugian debitur apabila rintangan
ada sebagai akibat dari kelalaian debitur, kecuali jika kreditur
melakukan kesengajaan atau kekeliruan yang berat sehingga
debitur tidak mempunyai hak untuk memohon keadaan yang
memaksa.

d. Jika penyerahan itu dilakukan atas kesepakatan bersama, kreditur
dapat membebaskan dirinya dari kewajiban untuk memberikan
imbalan sesuai dengan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata.

3. Tuntutan atas Dasar Wanprestasi
Kreditor bisa menuntut kepada debitur yang telah melaksanakan
wanprestasi hal-hal sebagai berikut.
a. Kreditur bisa meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
b. Kreditur bisa menuntut prestasi beserta ganti rugi ke debitur

(Pasal 1267 KUHPerdata).

%2 Osgor S. Matompo don Moh. Nofri Horun, Pengontor Hukum Perdato, (Molong: Setoro Press,
2017), hel. 124,
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c. Kreditur bisa menuntut dan meminta ganti rugi, apabiula kerugian
disebabkan keterlambatan (H.R. 1 November 1918).

d. Kreditur bisa menuntut pembatalan kontrak.

e. Kreditur bisa menuntut pembatalan disertai ganti rugi pada debitur.

Ganti rugi itu semacam pembayaran uang denda.®

%% Solim, Pengontor Hukum Perdoto Tertulis (BW), Jokarto: Sinor Grofike,2002), hol.180-181.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif
serta penelitian hukum empiris, Penelitian hukum normatif adalah suatu
penenlitian agar meneliti peraturan perUU. Penelitian hukum normatif
fokus di -asas hukum, penemuan hukum serta permasalahan hukum.
Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan
dengan cara meneliti data secara langsung dilapangan untuk mendapatkan
data primer dan sekunder.*
B. Metode Pendekatan
Untuk menjawab masalah penelitian ini, pendekatan berikut digunakan. *
1. Pendekatan Perundang-Undangan (Stateu Approach), Pendekatan ini
dilaksanakan dengan melihat peraturan PerUU yang terkait dengan
masalah yang diteliti. Untuk hal ini peraturan perUU yang ada
kaitannya dengan permasalahan yang sudah disusun di rumusan
masalah.
2. Pendekatan Sosiologis (Sosiologel Approach), adalah suatu
pendekatan yang pembahasannya terhadap suatu objek didasarkan

pada pembahasan masyarakat. *°

% Bombang Sunggono, Metode Penelition Hukum (Jokorto: PT Rejo Grofindo Persada, 2003)

% Soekonto Soerjono, don Mamudiji Sri, Penelition Hukum Normotif sustu Tinjouon Singkot, PT
Grofindo Persado, Jokorts, 2009, hol.45.

** Moh Rifa’I, Kojion Mosyoroket Berogomo Perspektif pendekoton Sisiologis, vol.2, nomor 1 2008.
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C. Sumber Bahan Hukum dan Data
1. Sumber bahan hukum yang dipakai untuk penyusunan penelitian ini
adalah:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum, yang wajib dan hasil
dari peraturan hukum. Hukum dan peraturan yang relevan dengan
penelitian ini yaituh:

1) Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang
Perjanjian

2) Pasal 1320 KUHPerdata tentang Syarat Sahnya Perjanjian

3) Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang
Sewa-Menyewa

4) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

b. Bahan hukum sekunder, Yaitu bahan yang memberikan
penjelasan bahan hukum primer semacam hasil penelitian serta
pendapat ahli.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang
dan sebagai pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder yang berupa:

1. Kamus Hukum

2. Kamus Besar Bahasa Indonesia
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2. Sumber data yang dipakai untuk menyusun penelitian ini yaitu:
a. Data Primer
Informasi tersebut datang langsung dari sumber utamanya,
yaitu pihak-pihak yang menjadi subyek penelitian ini. Data utama
penelitian ini diperoleh melalui wawancara.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui
penelitian kepustakaan, vyaitu Sastra, buku dan peraturan
perundang-undangan.
D. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum/Data
Tehnik pengumpulan bahan hukum yang dipakai yaitu melaui
melalui penelitian kepustakaan, penelitian dokumenter serta teknik
wawancara dan observasi. Menurut Soejono Soekanno, dalam penelitian
biasanya terdapat tiga (tiga) jenis alat pengumpulan data, yaitu dokumen
atau bahan pustaka, observasi atau pengamatan, dan wawancara atau
wawancara. Penelitian dokumenter didefinisikan sebagai tahap awal dari
setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis).
1. Observasi
Observasi dengan observasi adalah suatu metode dimana teknik
pengumpulan data secara sistematis mengkaji gejala-gejala yang
terjadi di lapangan melalui pengamatan langsung terhadap fenomena
yang terjadi di lapangan. Penulis melakukan observasi langsung ke

daerah subjek yang di teliti yakni di Kabupaten Lombok Tengah
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terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa
mobil pribadi pada masyarakat Lombok Tengah.
2. Wawancara atau Interview
Wawancara atau wawancara adalah teknik dimana data
dikumpulkan dengan menggunakan teknik percakapan dengan tujuan
untuk menggali data atau informasi dari hasil wawancara untuk
mendapatkan informasi kualitatif.
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara
mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data yang
telah ada dalam masyarakat dan lembaga termasuk dalam kelompok
ini meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku terhadap
dokumen perkara serta peraturan yang berhubungan dengan
penelitian.
E. Analisis Bahan Hukum/Data
Beberapa langkah yang harus dilakukan ketika menganalisis data
dalam penelitian kualitatif, karena pengumpulan konsep, kategori, dan
deskripsi didasarkan pada peristiwa ketika peneliti berada di lapangan,
kemudian antara pengumpulan data dan proses secara bersamaan
(simultan) dan berbentuk siklus (waktu kunjungan).*” Proses analisis

informasi hukum sebagai bahan penelitian merupakan interaksi bolak-

37 Sohion Usmon, Dosor-dosor Sosiologi Hukum, (Yogyokarto, Pustoke Pelojor, 2010),h.387.
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balik, yaitu antara pengumpulan dan analisis data dalam satu kesatuan
kegiatan. *

Analisa data diperlukan beberapa tahapan, seperti yang
diungkapkan Bungin dalam bukunya ‘“Analisa Data Penelitian Kualitatif”
yakni;

1. Data Collection, atau pengumpulan data adalah pengumpulan
dengan analisis data dimana data diperoleh selama pengumpulan
data tanpa operasi pemilahan.

2. Data reduction, yaitu pengolahan data, yang meliputi langkah-
langkah untuk memperoleh hasil pengumpulan data selengkap
mungkin dan mengurutkannya ke dalam unit konseptual, kategori,
atau topik tertentu.

3. Data display atau penyajian informasi adalah bahan dari daerah
penelitian yang disajikan secara ilmiah oleh peneliti.

4. Conclusions drawing atau Membuat kesimpulan dengan melihat
reduksi data (data reduction) dan menyajikan data sedemikian rupa
sehingga kesimpulan yang dibuat tidak berbeda dengan informasi

yang diperoleh. **

38 H
Ibid, h. 112
% Burhon Bungin, Anoliso Doto Penelition Kuolitotif, (Jokorto; PT. Rojo Grofindo Persods, 2003),

h.69-70
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